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PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

a.

KABUPATEN BANGKA,

bahwa untuk menindaklanjuti Paripurna Penyampaian
Raperda, maka perlu dibentuk Panitia Khusus (Pansus)
XIl, guna melakukan pengkajian dan pembahasan
terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana
yang diamanatkan oleh Rapat Paripurna;

bahwa Pembentukan Pansus XII, sebagaimana
dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan

dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bangka;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
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4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partaj
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5189);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 684 1);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Bangka dj Provinsi Kepuluan Bangka
Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6950);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja
dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714),
sebagaimana  telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan

Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5715);

- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan
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Memperhatikan

11.

12.

13.

14,
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atas Peraturan Pemerintah No
tentang Penyelenggaraan Progr
(Lembaran Negara Republik
Nomor 187);

mor 46 Tahun 2015
am Jaminan Hari Tua
Indonesia Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 te
Penye_lenggaraan Program Jaminan Kehilanean

Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta}glun

2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nomor

6649)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Nomor 7093);

ntang

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun
2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan
Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 247) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1
Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor S Tahun 2021 tentang Tata
Cara Penvelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan
Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
1).

Peraturan Dacrah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun
2024 tentang  Anggaran  pendapatan dan  Belanja
Dacrah Tahun  Anggaran 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 9 Seri
D)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri
D);

Peraturan Bupati Bangka Nomor 39 Tahun 2024
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah  Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2024 Nomor
39)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Bangka Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2025
Nomor 26).

Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakym
Daerah Kabupaten Bangka tanggal 310ktober 2025;

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bangka, tanggal 11 November 2025;
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MEMUTUSKAN -
an

Membentuk Panitia Khusus XII,
Daerah Kabupaten Bangka, den
sebagaimana tercantum dalam La

Dewan Perwakilan Rakyat
gan susunan keanggotaan
mpiran Keputusan inj

Panitia Khusus XII sebagaimana dimaksud Diktum kesatu
mempunyai tugas sebagai berikut: ‘

a. mengkaji dan membahas Raperda tentang Optimalisasi
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan.

b. merumuskan dan menyusun laporan hasil Kerja Pansus.

etiga :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 11 November 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

WAKIL KETUA, "
Nﬂ//

HENDRA YUNUS
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Lampiran

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bangka

Nomor :100.3.7/188, -344/14/X1/2025
Tanggal : 11 November 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS X1l
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

0. ] NAMA JABATAN FRAKS]
1. | FIRMANSYAH LEVI, SH. MH KETUA GOLKAR
2. | AHMAD ZAINUDIN WAKIL KETUA GERINDRA
( 3. | MUHAMMAD IDRUS, S.Kom ANGGOTA PDI-P
| 4. | RIZAL MUSTAKTIM, S.IP ANGGOTA PDI-P
| 5. | supenDI, SH ANGGOTA PDI-P
| 6. |AZWAR, A.Md ANGGOTA PDI-P
| DENI MARTADIANSYAH, S.Kom ANGGOTA DEMOKRAT
| YUDISTIRA ANGGRIAWAN ANGGOTA DEMOKRAT
| 9. [MAKMUN, s.H ANGGOTA GOLKAR
| 10. | H. MAHJUP ANGGOTA NASDEM
| 11. | SURYA ERNI, SE ANGGOTA NASDEM
| 12. | H. SUHAILI ANGGOTA PKS
| 13. | YUSRIZAL, SE ANGGOTA PKS
14. | SITI FATIMAH, A.Md. Keb ANGGOTA PKB
| JUNIAR, S.IP ANGGOTA P3P
| 16. | DODI SADRI, ST ANGGOTA P3p

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 11 November 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANGKA,

WAKIL KE’I}JA/

HENDRA YUNUS
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